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Abstract: Pengelolaan keuangan negara memerlukan
mekanisme pelaksanaan anggaran yang tertib,
transparan, dan akuntabel agar realisasi program
pemerintah dapat berjalan sesuai target. Salah satu
tahapan penting dalam pelaksanaan anggaran
adalah penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D), karena proses ini menentukan kelancaran
pencairan  dana untuk  mendukung  kegiatan
operasional — maupun  proyek  pembangunan.
Penelitian ini  bertujuan untuk menganalisis
implementasi mekanisme penerbitan SP2D serta
implikasinya  terhadap  pengelolaan  anggaran
belanja pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
(BPJN) Sulawesi Utara. Penelitian menggunakan
pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan
data  melalui  observasi,  wawancara, dan
dokumentasi terhadap pihak yang terlibat dalam
proses pelaksanaan anggaran. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa mekanisme penerbitan SP2D
pada BPJN Sulawesi Utara secara umum telah
dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku, mulai dari pengajuan Surat Perintah
Membayar (SPM), verifikasi dokumen, penggunaan
aplikasi SAKTI, hingga penerbitan SP2D oleh
KPPN. Implementasi tersebut berkontribusi terhadap
peningkatan efisiensi administrasi, transparansi, dan
akuntabilitas  pengelolaan  anggaran.  Namun
demikian, masih ditemukan hambatan berupa
kesalahan administratif, keterlambatan dokumen,
gangguan sistem, serta koordinasi yang belum
optimal, sehingga berdampak pada keterlambatan
pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan. Dengan
demikian, penguatan koordinasi dan peningkatan
kualitas pengelolaan administrasi diperlukan untuk
mendukung efektivitas pelaksanaan anggaran secara
lebih optimal.

ISSN : 2828-5298 (online)


mailto:timpalezra77@gmail.com
mailto:timpalezra77@gmail.com
mailto:jemy.tene@polimdo.ac.id2
mailto:jemy.tene@polimdo.ac.id2
mailto:johannessantie@gmail.com3
mailto:johannessantie@gmail.com3

9617
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.5, No.6, September 2026

PENDAHULUAN

Tata kelola keuangan pemerintah memegang peran yang sangat krusial dalam menunjang
jalannya roda pemerintahan serta percepatan pembangunan di tingkat nasional. Lebih dari
sekadar proses pengumpulan dan pendistribusian anggaran publik, tata kelola ini sekaligus
menjadi cerminan sejauh mana pemerintah mampu menjalankan fungsinya secara terbuka,
bertanggung jawab, dan berdaya guna dalam mengoptimalkan aset negara. Hal ini sejalan dengan
amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mewajibkan
setiap pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara teratur, tunduk pada regulasi yang
berlaku, serta menjunjung tinggi nilai-nilai efisiensi, efektivitas, kehematan, keterbukaan, dan
pertanggungjawaban.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menempati posisi strategis
dalam siklus keuangan negara, sebab pada fase inilah seluruh program dan agenda pemerintah
diwujudkan secara nyata melalui belanja negara. Dalam konteks tersebut, mekanisme penyaluran
anggaran berperan sebagai jembatan vital yang menghubungkan tahap perencanaan dengan tahap
pembayaran kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya.

Penyaluran dana pemerintah dilaksanakan melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), yang didasarkan pada
Surat Perintah Membayar (SPM) dari masing-masing satuan kerja. Mekanisme ini difungsikan
sebagai instrumen kontrol guna memastikan setiap belanja negara telah memenuhi persyaratan
administratif dan kepatuhan hukum yang ditetapkan. Di samping itu, pemanfaatan Sistem
Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagai platform pengelolaan keuangan yang
terintegrasi diharapkan turut mendorong peningkatan efektivitas, efisiensi, dan transparansi
dalam pelaksanaan anggaran.

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara, selaku unit pelaksana teknis di
bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mengemban tanggung
jawab dalam pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan nasional. Mengingat besarnya
volume anggaran dan tingginya kompleksitas proyek infrastruktur yang ditangani, ketepatan
dalam pencairan dana menjadi variabel penentu yang tidak dapat diabaikan demi memastikan
kelancaran pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya proses penerbitan SP2D masih menghadapi
sejumlah kendala, antara lain kesalahan administrasi, keterlambatan penyampaian dokumen,
revisi SPM, gangguan jaringan maupun aplikasi, serta koordinasi antarbagian yang belum
berjalan optimal. Hambatan tersebut dapat berdampak pada keterlambatan pencairan dana
sehingga memengaruhi penyerapan anggaran dan progres pelaksanaan proyek infrastruktur.

Beberapa penelitian sebelumnya, seperti penelitian Hunta et al. (2021) dan Sambali et al.
(2024), menunjukkan bahwa implementasi mekanisme SP2D pada instansi pemerintah pada
umumnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, masih ditemukan
berbagai kendala administratif yang berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran.
Penelitian terdahulu tersebut masih lebih banyak berfokus pada pemerintah daerah dan belum
secara spesifik mengkaji implementasi mekanisme SP2D pada sektor infrastruktur.

Akan tetapi, penelitian mengenai implementasi mekanisme penerbitan SP2D berbasis
digital pada instansi sektor infrastruktur nasional masih relatif terbatas, Sebagian besar penelitian
terdahulu lebih berfokus pada prosedur administrasi pengeluaran kas di lingkungan pemerintah
daerah maupun instansi pelayanan umum, sehingga belum banyak mengkaji implementasi SP2D
pada instansi teknis yang memiliki kompleksitas pengelolaan anggaran tinggi seperti Balai
Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN). Padahal, sektor infrastruktur memiliki karakteristik
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pengelolaan anggaran yang lebih kompleks karena melibatkan proyek pembangunan berskala
besar, target penyerapan anggaran yang tinggi, serta tuntutan ketepatan waktu pencairan dana
kepada kontraktor dan penyedia jasa

Di sisi lain, kajian sebelumnya umumnya belum membahas secara mendalam keterkaitan
implementasi SP2D dengan penggunaan aplikasi SAKTI sebagai sistem administrasi keuangan
berbasis digital, serta implikasinya terhadap efektivitas penyerapan anggaran, capaian IKPA, dan
kelancaran pelaksanaan proyek infrastruktur. Penelitian terdahulu juga masih terbatas dalam
mengkaji hambatan koordinasi antarbagian, kesiapan sumber daya manusia, dan kendala teknis
digitalisasi administrasi keuangan negara dalam proses penerbitan SP2D.

Mengacu pada kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus kajian
implementasi mekanisme penerbitan SP2D di BPJN Sulawesi Utara sebagai instansi sektor
infrastruktur nasional yang telah menerapkan aplikasi SAKTI dalam pengelolaan administrasi
keuangan. Peneltian ini tidak hanya menganalisis prosedur penerbitan SP2D, tetapi juga mengkaji
hubungan antara implementasi SP2D berbasis digital dengan efektivitas pengelolaan anggaran,
ketepatan pencairan dana, realisasi penyerapan anggaran, capaian IKPA, serta kelancaran
pelaksanaan proyek infrastruktur. Penelitian ini juga memberikan gambaran empiris mengenai
hambatan administratif, teknis, dan koordinasi dalam implementasi sistem administrasi keuangan
berbasis digital pada instansi pemerintah sektor infrastruktur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
implementasi mekanisme penerbitan SP2D beserta implikasinya terhadap pengelolaan anggaran
belanja pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara.

LANDASAN TEORI
Teori Implementasi Kebijakan
Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan instrumen yang digunakan pemerintah dalam mengatur,
mengarahkan, serta menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Kebijakan
tidak hanya dimaknai sebagai aturan hukum atau perundang-undangan, tetapi juga sebagai
rangkaian keputusan yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu melalui strategi yang telah
dirancang. Kristian et al. (2023) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan kumpulan
keputusan yang saling berkaitan dan ditetapkan oleh aktor politik dalam menentukan sasaran
serta langkah pelaksanaannya.

Perkembangan kebijakan publik saat ini turut dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan
transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Menurut Ode Abdul Musawir et al. (2025),
kebijakan publik terus mengalami perkembangan seiring perubahan zaman dan berfungsi sebagai
alat regulasi sekaligus strategi dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu,
Harahap et al. (2025) menyatakan bahwa kebijakan publik berperan penting dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan program pembangunan yang berdampak langsung
terhadap kehidupan publik.

Implementasi

Implementasi dapat dimaknai sebagai serangkaian tindakan konkret dalam menerapkan suatu
kebijakan, program, atau ide ke dalam praktik nyata demi mewujudkan target yang telah
dirumuskan sebelumnya. Lebih dari sekadar pelaksanaan teknis semata, implementasi juga
mencakup kapasitas suatu organisasi dalam beradaptasi terhadap berbagai dinamika dan
tantangan yang dijumpai di lapangan.

Dalam pandangan Lugman Nuryana et al. (2024), implementasi merupakan upaya penerapan
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suatu sistem atau konsep ke dalam praktik aktual yang melibatkan unsur sumber daya manusia,
prosedur kerja, serta pemanfaatan teknologi secara terpadu. Adapun Fahmi et al. (2024)
mengemukakan bahwa tujuan utama implementasi adalah memastikan suatu sistem maupun
kebijakan dapat beroperasi secara tepat guna dan berdaya hasil sesuai dengan sasaran yang telah
direncanakan sejak awal.
Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan menempati posisi yang sangat signifikan dalam keseluruhan siklus
kebijakan publik, sebab fase inilah yang pada akhirnya menentukan apakah suatu kebijakan
berhasil mewujudkan dampak yang diharapkan. Tjoanto dan Tambunan (2022) menguraikan
bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu rangkaian proses yang dijalankan secara
sistematis, mencakup langkah-langkah strategis, sinergi antar pemangku kepentingan, serta
pendayagunaan berbagai sumber daya yang ada demi tercapainya tujuan kebijakan secara optimal.
Dalam ranah administrasi publik, implementasi kebijakan tidak semata-mata menyangkut
kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan, melainkan juga menuntut kemampuan para
pelaksana untuk menyesuaikan pendekatan mereka berdasarkan kondisi aktual yang berkembang
di lapangan. Tingkat keberhasilan implementasi itu sendiri sangat dipengaruhi oleh beberapa
variabel kunci, yakni efektivitas komunikasi, kecukupan sumber daya, komitmen dan sikap para
pelaksana, serta kelancaran struktur birokrasi yang menaunginya.
Tujuan Implementasi Kebijakan
Tujuan mendasar dari implementasi kebijakan adalah memastikan bahwa setiap kebijakan yang
telah dirumuskan dapat dijalankan secara tepat guna, hemat sumber daya, terbuka, dan dapat
dipertanggungjawabkan, sehingga pada akhirnya menghasilkan dampak yang selaras dengan
sasaran yang telah ditetapkan. Di samping itu, implementasi juga berfungsi sebagai penghubung
antara tataran perumusan kebijakan dengan realitas penerapannya di tingkat lapangan.
Khusus dalam konteks tata kelola keuangan negara, implementasi kebijakan diorientasikan untuk
mengoptimalkan pemanfaatan anggaran, mempertegas akuntabilitas, serta mendukung
terciptanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan publik. Romdoniyah et al. (2024) dalam
penelitiannya mengungkapkan bahwa keberhasilan suatu implementasi sangat bergantung pada
kualitas koordinasi antarpihak, kesinambungan proses pemantauan, serta kecakapan para
pelaksana dalam merespons dan menyesuaikan diri terhadap kondisi yang berkembang di
lapangan.
Konsep Implementasi Kebijakan

Konsep implementasi kebijakan dalam mekanisme penerbitan SP2D menitikberatkan
pada efektivitas pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, dan ketepatan waktu pencairan dana.
Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, kapasitas organisasi,
dan dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan anggaran.
Teori Mekanisme Penerbitan SP2D
Mekanisme Penerbitan SP2D
Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan prosedur formal yang ditetapkan
pemerintah sebagai jalur resmi dalam penyaluran dana dari kas negara kepada satuan kerja yang
berhak menerimanya. Alur prosedur ini mencakup sejumlah tahapan berurutan, mulai dari
pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM), verifikasi kelengkapan dokumen, penerbitan SP2D
oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), hingga penyaluran dana kepada pihak
yang dituju.
Keberadaan SP2D tidak sekadar berfungsi sebagai berkas administratif semata, melainkan
sekaligus berperan sebagai instrumen pengendalian yang vital dalam menjaga tertib pengelolaan
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anggaran negara. Andi dan Aswad menegaskan bahwa mekanisme SP2D memiliki fungsi
strategis dalam memastikan proses pencairan dana berlangsung secara tepat waktu, terbuka untuk
diawasi, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan Mekanisme Penerbitan SP2D

Tujuan pokok dari penerbitan SP2D adalah menjamin bahwa setiap transaksi belanja negara
memiliki landasan hukum yang kokoh dan selaras dengan regulasi yang mengatur tata kelola
keuangan negara. Sebelum dana resmi disalurkan, proses verifikasi terlebih dahulu dilakukan
untuk memastikan seluruh dokumen pendukung telah lengkap dan penggunaan anggaran telah
sesuai dengan peruntukannya.

Lebih dari itu, mekanisme SP2D juga diarahkan untuk memperkuat keterbukaan dan
pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan publik, yang diwujudkan melalui tertib
administrasi dan pendokumentasian yang sistematis serta menyeluruh.

Konsep Mekanisme Penerbitan SP2D

Secara konseptual, mekanisme penerbitan SP2D merupakan bagian dari sistem
pengendalian internal pemerintah yang mencakup pemeriksaan dokumen, verifikasi ketersediaan
anggaran, pengecekan kas, dan persetujuan pejabat berwenang sebelum pencairan dana dilakukan.
Sistem ini mencerminkan prinsip pemisahan tugas guna mencegah penyimpangan dan
meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Teori Pengelolaan Anggaran Belanja
Pengelolaan Anggaran Belanja

Pengelolaan anggaran belanja merupakan bagian dari teori keuangan publik dan akuntansi
sektor publik yang memandang anggaran sebagai alat perencanaan, pengawasan, dan
pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Pengelolaan anggaran dilakukan melalui tahapan
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang saling berkaitan satu sama lain.

Tahap perencanaan berfungsi menentukan prioritas program dan alokasi sumber daya,
sedangkan tahap pelaksanaan berkaitan dengan realisasi anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran serta
pencapaian kinerja program pemerintah.

Tujuan Pengelolaan Anggaran Belanja

Tujuan mendasar dari pengelolaan anggaran belanja adalah memastikan bahwa setiap
penggunaan dana publik dijalankan secara berdaya guna, hemat, ekonomis, terbuka, dan dapat
dipertanggungjawabkan dalam rangka mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional.
Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa anggaran tidak semata-mata berperan sebagai perangkat
administratif, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal yang strategis bagi
pemerintah.

Dalam kerangka mekanisme SP2D, prinsip-prinsip pengelolaan anggaran tersebut diwujudkan
secara konkret melalui proses penyaluran dana yang teratur, tepat sasaran, dan senantiasa
berpedoman pada ketentuan yang berlaku, sehingga mampu menunjang optimalisasi penyerapan
anggaran sekaligus memperlancar pelaksanaan berbagai program pemerintah.

Konsep Pengelolaan Anggaran Belanja

Konsep pengelolaan anggaran belanja dalam mekanisme SP2D menekankan adanya
sistem verifikasi berlapis yang mencakup pemeriksaan ketersediaan anggaran, kelengkapan
dokumen pendukung, serta kesesuaian nilai pembayaran dengan pagu anggaran. Sistem tersebut
bertujuan menjaga transparansi, integritas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Teori Akuntabilitas Publik
Akuntabilitas Publik
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Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan
setiap tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat. Yusuf
Maolani et al. (2023) menyatakan bahwa akuntabilitas publik mencakup tanggung jawab
administratif, hukum, dan moral dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pengelolaan keuangan negara, akuntabilitas publik diwujudkan melalui sistem
pengawasan, keterbukaan informasi, dan mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diakses
oleh masyarakat.

Tujuan Akuntabilitas Publik

Tujuan akuntabilitas publik adalah menciptakan pemerintahan yang transparan, responsif,
dan bertanggung jawab. Melalui prinsip akuntabilitas, masyarakat dapat mengawasi penggunaan
dana publik serta menilai kinerja pemerintah dalam menjalankan program pembangunan.

Selain itu, akuntabilitas publik bertujuan mencegah penyalahgunaan kewenangan,
meningkatkan integritas pengelolaan keuangan negara, dan memperkuat kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah.

Konsep Akuntabilitas Publik

Dalam mekanisme penerbitan SP2D, akuntabilitas publik diwujudkan melalui proses
verifikasi, pemeriksaan, dan dokumentasi pencairan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Setiap penerbitan SP2D harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun
substantif serta didukung oleh dokumen yang sah dan dapat diaudit.

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam mekanisme SP2D berkontribusi terhadap
peningkatan transparansi, efektivitas penyerapan anggaran, dan penguatan sistem pengendalian
internal pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dikombinasikan dengan metode deskriptif.
Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada fokus penelitian yang berupaya menggali pemahaman
secara mendalam mengenai implementasi mekanisme penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) serta dampaknya terhadap pengelolaan anggaran belanja di Balai Pelaksanaan Jalan
Nasional (BPJN) Sulawesi Utara. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat terjun langsung ke
lapangan untuk mengamati situasi dan kondisi yang sesungguhnya, sehingga diperoleh gambaran
yang komprehensif mengenai jalannya proses pencairan dana, kendala yang ditemui, serta
berbagai dinamika yang mewarnai penerbitan SP2D.

Rijal Fadli (2021) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu
fenomena sosial secara natural dan kontekstual dengan menekankan pada aspek proses,
pemaknaan, serta interpretasi atas peristiwa yang diteliti. Dalam penelitian ini, metode deskriptif
difungsikan untuk memaparkan secara sistematis mekanisme penerbitan SP2D, pola koordinasi
antar unit kerja yang terlibat, serta sejauh mana pengaruhnya terhadap efektivitas, akuntabilitas,
dan transparansi pengelolaan anggaran belanja.

Lokasi penelitian bertempat di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara yang
beralamat di Jalan Raya Manado—Bitung KM.14, Suwaan, Airmadidi, Sulawesi Utara. Kegiatan
penelitian dilaksanakan dalam rentang waktu Maret 2026 sampai dengan April 2026.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yakni data primer dan data sekunder.
Data primer dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dengan para pihak yang memiliki
keterlibatan langsung dalam proses penerbitan SP2D, di antaranya Bendahara Pengeluaran,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kepala bagian keuangan, serta staf terkait di lingkungan
BPJN Sulawesi Utara. Sementara itu, data sekunder bersumber dari berbagai referensi tertulis
seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, regulasi perundang-undangan, serta dokumen kebijakan yang
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relevan dengan pelaksanaan anggaran dan mekanisme penerbitan SP2D.

Pengumpulan data dilaksanakan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung proses realisasi
anggaran dan penerbitan SP2D di BPJN Sulawesi Utara guna memperoleh data yang benar-benar
mencerminkan kondisi aktual di lapangan. Wawancara dilakukan terhadap para informan yang
terlibat secara langsung dalam proses penerbitan SP2D, dengan tujuan menggali informasi yang
mendalam seputar mekanisme pelaksanaan, hambatan yang dihadapi, serta implikasinya bagi
pengelolaan anggaran. Adapun dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan berbagai dokumen
pendukung yang berkaitan dengan prosedur operasional, regulasi kebijakan, maupun data lain
yang relevan dengan penerbitan SP2D.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Seluruh data
yang dihimpun dari wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu dipilah dan
dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian, yang meliputi mekanisme penerbitan SP2D,
kendala-kendala yang muncul selama proses pelaksanaan, serta implikasinya terhadap
pengelolaan anggaran belanja. Data yang telah terklasifikasi kemudian dianalisis dan
diinterpretasikan dengan mengacu pada tiga landasan konseptual, yaitu teori implementasi
kebijakan, teori pengelolaan anggaran belanja, dan teori akuntabilitas publik. Proses analisis
dijalankan secara berkesinambungan sejak tahap awal pengumpulan data hingga penelitian tuntas,
guna memastikan hasil penelitian mampu merepresentasikan kondisi yang ada secara sistematis,
mendalam, dan objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara adalah satuan unit pelaksana teknis
yang bernaung di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR, dengan mandat
utama menyelenggarakan kegiatan pembangunan, pengawasan, serta perawatan infrastruktur
jalan dan jembatan nasional di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Awalnya, BPJN masih tergabung dalam balai jalan nasional yang mencakup beberapa
provinsi, termasuk Sulawesi Utara dan Gorontalo. Pada tahun 2011, BPJN Sulawesi Utara mulai
berdiri secara khusus dengan kantor pertama di Jalan Sparta Tikala, Kota Manado. Seiring
perkembangan wilayah kerja, BPJN Sulut menjadi instansi yang menangani pengelolaan seluruh
jalan nasional di Sulawesi Utara.

BPJN Sulut telah melaksanakan berbagai proyek infrastruktur, seperti pembangunan dan
pemeliharaan jalan nasional, perbaikan jembatan, proyek Manado Outer Ring Road (MORR),
serta pembangunan akses menuju daerah 3T dan kawasan strategis. Keberadaan BPJN berperan
penting dalam meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, dan kelancaran aktivitas ekonomi
masyarakat.

HASIL PENELITIAN

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa implementasi mekanisme penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) di lingkungan BPJN Sulawesi Utara telah berjalan sesuai dengan
ketentuan tata kelola keuangan negara yang berlaku. Alur penerbitan SP2D diawali dengan
pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah
keseluruhan dokumen pembayaran dinyatakan telah memenuhi kelengkapan yang dipersyaratkan.
Dokumen-dokumen tersebut selanjutnya melewati tahap verifikasi oleh bagian keuangan sebelum
diteruskan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk menjalani pengujian
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administratif dan proses penerbitan SP2D.

Dalam tataran pelaksanaannya, BPJN Sulawesi Utara telah mengintegrasikan aplikasi SAKTI
sebagai tulang punggung sistem administrasi keuangan berbasis digital. Pemanfaatan aplikasi ini
mencakup berbagai fungsi, mulai dari penginputan data pembayaran, verifikasi administratif,
pemantauan realisasi anggaran, hingga pengiriman dokumen secara elektronik kepada KPPN.
Sistem berbasis digital ini dinilai berhasil mendongkrak efektivitas dan efisiensi pengelolaan
administrasi keuangan, karena pengelolaan data menjadi lebih terpadu, responsif, dan akurat
dibandingkan dengan pendekatan manual yang sebelumnya diterapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara pengeluaran dan staf keuangan,
diketahui bahwa tahapan verifikasi dokumen menjadi bagian yang sangat penting dalam proses
penerbitan SP2D. Pemeriksaan dilakukan terhadap kelengkapan administrasi, kesesuaian data
pembayaran, kode akun, serta ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA. Ketelitian dalam proses
verifikasi diperlukan untuk menghindari pengembalian dokumen dari KPPN yang dapat
menyebabkan keterlambatan pencairan dana.

Penelitian juga menunjukkan bahwa koordinasi antarbagian memiliki peranan penting
dalam mendukung kelancaran proses penerbitan SP2D. Kerja sama antara PPK, bendahara
pengeluaran, bagian keuangan, dan unit pelaksana kegiatan diperlukan agar dokumen
pembayaran dapat diproses tepat waktu. Komunikasi yang baik membantu mempercepat
penyelesaian kendala administrasi dan meminimalkan keterlambatan dalam proses pembayaran.

Meskipun mekanisme penerbitan SP2D telah berjalan dengan baik, masih terdapat
beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Kendala administratif yang sering ditemukan meliputi
ketidaksesuaian dokumen pembayaran, keterlambatan penyampaian berkas dari unit kerja, serta
kesalahan penginputan data. Selain itu, kendala teknis berupa gangguan jaringan internet,
pembaruan sistem aplikasi SAKTI, dan proses maintenance sistem juga memengaruhi kelancaran
administrasi pembayaran. Dari aspek sumber daya manusia, perubahan regulasi dan pembaruan
sistem aplikasi mengharuskan pegawai terus menyesuaikan diri dengan prosedur administrasi
yang baru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan SP2D memiliki implikasi yang besar
terhadap pengelolaan anggaran belanja di BPJN Sulawesi Utara. Ketepatan penerbitan SP2D
mendukung kelancaran pembayaran kepada kontraktor dan penyedia jasa sehingga pelaksanaan
proyek pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal. Selain itu, proses pencairan dana yang tepat
waktu turut mendukung peningkatan penyerapan anggaran dan capaian Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Penggunaan aplikasi SAKTI juga memberikan dampak positif terhadap efisiensi
administrasi dan transparansi pengelolaan keuangan. Seluruh proses pembayaran tercatat secara
elektronik sehingga mempermudah pengawasan, monitoring anggaran, serta proses audit
keuangan. Dengan sistem yang terintegrasi, pengelolaan keuangan menjadi lebih tertib, akuntabel,
dan mudah ditelusuri. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi
mekanisme penerbitan SP2D di BPJN Sulawesi Utara telah berjalan cukup efektif dan didukung
oleh penggunaan sistem administrasi berbasis digital. Namun demikian, peningkatan koordinasi
antarbagian, ketelitian administrasi, penguatan infrastruktur teknologi, serta peningkatan
kompetensi sumber daya manusia masih diperlukan agar proses penerbitan SP2D dapat berjalan
lebih optimal dan mendukung pengelolaan anggaran negara yang efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel.

PEMBAHASAN

ISSN : 2828-5298 (online)



9624

EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi

Vol.5, No.6, September 2026

| |
Analisis Implementasi Mekanisme SP2D Berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi mekanisme penerbitan Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) pada BPJN Sulawesi Utara secara umum telah berjalan sesuai prosedur

perbendaharaan negara. Proses penerbitan SP2D dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari

pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM), verifikasi dokumen, penggunaan aplikasi SAKTI,

pengajuan ke KPPN.hingga penerbitan SP2D dan pencairan dana kepada pihak penerima.

Pelaksanaan mekanisme tersebut melibatkan berbagai pihak, seperti PPK, bendahara pengeluaran,

PPSPM, operator SAKTI, dan KPPN, yang memiliki tugas masing-masing dalam mendukung

kelancaran administrasi pembayaran.

MEKANISME PENERBITAN SP2D

(Surat Perintah Pencairan Dana)

PIHAK TERLIBAT TAHAPAN PROSES PENERBITAN SP2D
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Gambar 1 Flowchart Mekanisme Penerbitan SP2D pada BPJN Sulawesi Utara

Penggunaan aplikasi SAKTI memberikan dampak positif terhadap pengelolaan

administrasi keuangan karena membantu mempercepat proses penginputan data, verifikasi
dokumen, serta pengiriman dokumen pembayaran secara elektronik. Selain meningkatkan
efisiensi administrasi, sistem digital juga mendukung transparansi dan pengawasan penggunaan
anggaran. Namun demikian, implementasi SP2D masih menghadapi beberapa hambatan, seperti
kesalahan administrasi, keterlambatan dokumen, revisi SPM, gangguan aplikasi dan jaringan
internet, serta koordinasi antarbagian yang belum optimal.
Merujuk pada kerangka teori implementasi kebijakan Edward III, terdapat empat faktor penentu
keberhasilan implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Dalam konteks penelitian ini, faktor komunikasi tercermin dari betapa pentingnya sinergi dan
koordinasi antarbagian dalam menopang kelancaran proses administrasi pembayaran. Faktor
sumber daya berkaitan erat dengan kapasitas dan kecakapan pegawai dalam mengoperasikan
aplikasi SAKTI serta kemampuan mereka beradaptasi terhadap perubahan regulasi yang terus
berkembang. Faktor disposisi tampak dari kesungguhan dan ketelitian pegawai dalam
menjalankan setiap prosedur administrasi yang telah ditetapkan, sementara faktor struktur
birokrasi terwujud melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta mekanisme
verifikasi berlapis yang menjadi bagian integral dalam proses penerbitan SP2D. Berdasarkan
keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi SP2D di BPJN Sulawesi
Utara secara umum telah berjalan dengan cukup baik, kendati demikian masih terdapat sejumlah
aspek yang memerlukan pembenahan lebih lanjut, khususnya dalam hal koordinasi antarbagian,
peningkatan kompetensi pegawai, dan optimalisasi efektivitas administrasi.
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Analisis Hambatan dalam Implementasi SP2D
Penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam implementasi SP2D di BPJN
Sulawesi Utara meliputi kendala administratif, teknis, koordinasi, dan sumber daya manusia.

No | Jenis Hambatan | Bentuk Hambatan Dampak yang | Upaya
Ditimbulkan Perbaikan
1 Administratif Kesalahan penginputan | Revisi SPM dan | Peningkatan
data pembayaran keterlambatan penerbitan | ketelitian dan
SP2D pemeriksaan
berlapis
2 Administratif Ketidaksesuaian dokumen | Dokumen dikembalikan | Verifikasi
pendukung oleh KPPN kelengkapan
dokumen sebelum
pengajuan
3 Administratif Keterlambatan Proses pembayaran | Penguatan
penyampaian berkas dari | menjadi lambat koordinasi
unit kerja antarbagian
4 Teknis Gangguan jaringan internet | Hambatan  pengiriman | Peningkatan
dokumen elektronik kualitas jaringan
dan infrastruktur
TI
5 Teknis Maintenance dan error | Proses administrasi | Optimalisasi
aplikasi SAKTI tertunda sistem dan
dukungan teknis
aplikasi
6 Koordinasi Komunikasi  antarbagian | Penyelesaian dokumen | Peningkatan
belum optimal menjadi lambat koordinasi  dan
komunikasi
internal
7 Sumber Daya | Pemahaman pegawai | Meningkatnya  human | Pelatihan dan
Manusia terhadap aplikasi SAKTI | error administrasi pendampingan
masih terbatas penggunaan
aplikasi
8 Regulasi Perubahan regulasi | Pegawai perlu | Sosialisasi ~ dan
pengelolaan keuangan penyesuaian prosedur | pembaruan
baru informasi regulasi

Tabel 1 Hambatan Implementasi Mekanisme Penerbitan SP2D pada BPJN Sulawesi Utara
Sumber: Diolah dari hasil penelitian BPJN Sulawesi Utara, 2026.

Kendala administratif berupa kesalahan penginputan data, ketidaksesuaian dokumen
pendukung, serta keterlambatan penyampaian dokumen menyebabkan proses verifikasi dan
pengajuan pembayaran memerlukan waktu lebih lama. Selain itu, revisi SPM akibat kesalahan
administrasi juga memperlambat proses penerbitan SP2D.

Hambatan teknis berkaitan dengan gangguan aplikasi SAKTI dan jaringan internet yang
mempengaruhi proses penginputan serta pengiriman dokumen pembayaran ke KPPN. Kondisi
tersebut menghambat kelancaran administrasi pembayaran dan berdampak pada keterlambatan
pencairan dana. Di sisi lain, kurang optimalnya koordinasi antarbagian menyebabkan
penyelesaian dokumen administrasi berjalan lebih lambat.

Faktor sumber daya manusia juga menjadi kendala karena belum seluruh pegawai
memahami secara optimal penggunaan aplikasi SAKTI dan perubahan regulasi pengelolaan
keuangan negara. Kondisi tersebut memunculkan kesalahan administrasi dan human error dalam
proses pembayaran. Hambatan-hambatan tersebut berdampak pada keterlambatan pencairan dana,
rendahnya realisasi penyerapan anggaran, serta terganggunya pelaksanaan proyek infrastruktur.
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Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, pelatihan pegawai, serta penguatan sistem

administrasi dan infrastruktur teknologi untuk mendukung efektivitas implementasi SP2D.
Implikasi terhadap Pengelolaan Anggaran

Implementasi mekanisme penerbitan SP2D memberikan implikasi penting terhadap

pengelolaan anggaran belanja di BPJN Sulawesi Utara.

No | Aspek Pengelolaan Anggaran Implikasi Implementasi SP2D Dampak terhadap
Instansi
1 Efektivitas Pelaksanaan Anggaran | Proses pencairan dana menjadi | Pelaksanaan kegiatan dan
lebih terstruktur dan sistematis proyek berjalan lebih
tepat waktu
2 Efisiensi Administrasi Penggunaan aplikasi SAKTI | Mengurangi  pekerjaan
mempercepat proses | manual dan mempercepat
penginputan  dan  verifikasi | administrasi pembayaran
dokumen
3 Transparansi Keuangan Seluruh transaksi tercatat secara | Mempermudah
digital dan terintegrasi monitoring dan
pengawasan anggaran
4 Akuntabilitas Pengelolaan | Adanya mekanisme verifikasi | Mengurangi risiko
Keuangan berlapis sebelum penerbitan | kesalahan dan
SP2D penyalahgunaan
anggaran
5 Penyerapan Anggaran Ketepatan penerbitan SP2D | Meningkatkan  capaian
mendukung realisasi anggaran | penyerapan anggaran dan
yang optimal IKPA
6 Pelaksanaan Proyek Infrastruktur | Pembayaran kepada kontraktor | Mendukung kelancaran
dapat dilakukan tepat waktu progres proyek di
lapangan
7 Pengawasan dan Audit Data administrasi tersimpan | Mempermudah  proses
secara elektronik audit dan penelusuran
dokumen
8 Pengendalian Internal Sistem digital membantu proses | Meningkatkan tertib
kontrol administrasi keuangan administrasi dan
kepatuhan prosedur
9 Koordinasi Antarbagian Proses administrasi | Mendorong komunikasi
membutuhkan sinergi antarunit | dan koordinasi yang lebih
kerja baik
10 | Kinerja Organisasi Implementasi SP2D berbasis | Mendukung terciptanya
digital meningkatkan kualitas | pengelolaan anggaran
tata kelola keuangan yang efektif dan
akuntabel

Tabel 2 Implikasi Implementasi SP2D terhadap Pengelolaan Anggaran pada BPJN Sulawesi Utara
Sumber: Diolah dari hasil penelitian BPJN Sulawesi Utara, 2026.

Penggunaan aplikasi SAKTI terbukti meningkatkan efisiensi administrasi karena proses
penginputan, verifikasi, dan pengiriman dokumen dilakukan secara elektronik dan terintegrasi.
Sistem tersebut juga mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan karena
seluruh transaksi tercatat secara sistematis dan dapat ditelusuri kembali.

Selain itu, mekanisme verifikasi berlapis dalam penerbitan SP2D membantu
meminimalkan kesalahan administrasi dan risiko penyalahgunaan anggaran. Kelancaran
penerbitan SP2D berpengaruh langsung terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran, ketepatan
waktu pembayaran kepada kontraktor, serta kelancaran pelaksanaan proyek pembangunan
infrastruktur.
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Berbagai kendala yang muncul dalam proses penerbitan SP2D berpotensi menimbulkan sejumlah
konsekuensi serius, di antaranya tertundanya pencairan dana, rendahnya tingkat realisasi
penyerapan anggaran, serta merosotnya capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
Di sisi lain, keterlambatan dalam proses pembayaran turut memberikan dampak langsung
terhadap progres pekerjaan di lapangan, sehingga target penyelesaian kegiatan proyek berisiko
tidak terpenuhi sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Oleh sebab itu, upaya peningkatan
kualitas dan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sinergi koordinasi antarbagian, serta
pemaksimalan pemanfaatan sistem administrasi berbasis digital menjadi langkah yang tidak dapat
ditawar demi mendorong implementasi SP2D yang lebih efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel dalam rangka menunjang tata kelola keuangan negara yang berkualitas.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi mekanisme penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) pada BPJN Sulawesi Utara secara umum telah berjalan sesuai prosedur
pengelolaan keuangan negara. Proses penerbitan SP2D dilakukan melalui tahapan pengajuan
SPM, verifikasi dokumen, penggunaan aplikasi SAKTI, pengajuan ke KPPN, hingga pencairan
dana kepada pihak penerima. Mekanisme tersebut melibatkan berbagai pihak, seperti PPK,
bendahara pengeluaran, PPSPM, operator SAKTI, dan KPPN sehingga pelaksanaannya dapat
berjalan secara sistematis dan terkontrol.

Penggunaan aplikasi SAKTI memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas, efisiensi,
transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran karena proses administrasi dilakukan secara
digital dan terintegrasi. Namun demikian, implementasi SP2D masih menghadapi beberapa
hambatan administratif dan teknis, seperti kesalahan dokumen, keterlambatan penyampaian
berkas, revisi SPM, gangguan jaringan dan aplikasi, serta keterbatasan pemahaman pegawai
terhadap sistem dan regulasi keuangan.

Kendala-kendala tersebut membawa dampak yang cukup signifikan, mencakup tertundanya
proses pencairan dana, tidak optimalnya realisasi penyerapan anggaran, terhambatnya
pelaksanaan proyek infrastruktur di lapangan, serta turut mempengaruhi perolehan nilai Indikator
Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Mengacu pada kerangka teori implementasi kebijakan
Edward III, tingkat keberhasilan penerbitan SP2D ditentukan oleh empat faktor utama, yaitu
kualitas komunikasi, kecukupan sumber daya, komitmen pelaksana, serta kelancaran struktur
birokrasi. Atas dasar hal tersebut, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemantapan
koordinasi lintas bagian, dan pendayagunaan sistem administrasi berbasis digital secara lebih
optimal menjadi kebutuhan mendesak guna mewujudkan proses penerbitan SP2D yang lebih
efektif, efisien, dan tepat waktu.

SARAN

BPJN Sulawesi Utara perlu meningkatkan ketelitian dalam pemeriksaan dokumen
pembayaran untuk meminimalkan kesalahan administrasi dan revisi SPM. Selain itu, penguatan
koordinasi antarbagian perlu dilakukan agar proses administrasi pembayaran dapat berjalan lebih
cepat dan efektif.

Peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan penggunaan aplikasi SAKTI dan
pemahaman regulasi keuangan juga penting untuk mengurangi kesalahan administrasi. Di sisi
lain, dukungan infrastruktur teknologi, seperti stabilitas jaringan internet dan optimalisasi sistem
aplikasi, perlu ditingkatkan guna mendukung kelancaran administrasi berbasis digital.

Evaluasi dan pengawasan berkala terhadap mekanisme penerbitan SP2D juga diperlukan
untuk mengidentifikasi hambatan secara cepat dan meningkatkan efektivitas pengelolaan
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anggaran. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian terkait digitalisasi
administrasi keuangan, efektivitas pengelolaan anggaran, maupun pengaruh implementasi SP2D
terhadap kinerja pelaksanaan anggaran pada instansi pemerintah.
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